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BAB  IV

FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN REMISI

Dari wawancara dengan responden bahwa dapat penulis simpulkan ada

beberapa faktor Penghambat diberikannya remisi kepada narapidana narkoba

berdasarkan PP 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.

A. Sulit mendapatkan Justice Collaborator (JC)

Surat keterangan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak

hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang

dilakukannya. Syarat ini dibuktikan dengan surat keterangan yang

dikeluarkan oleh pihak penyidik yang melakukan penyidikan terhadap

narapidana. Bagi narapidana yang dikenakan PP 99 tahun 2012, syarat ini

adalah syarat yang sulit didapatkan karena memang narkoba merupakan

tindak pidana yang memiliki jaringan yang luas dan terselubung. Tidak

jarang pula jika narapidana tersebut tidak mengetahui secara jelas teman

transaksinya itu. Sehingga sulit bagi penyidik untuk mendapatkan

keterangan yang akurat mengenai teman transaksi dari narapidana yang

ingin membongkar kasusnya.

Dari wawancara dengan Thomas Pandji.S pada tanggal 05 Maret

2014, didapat keterangan bahwa Justice Collaborator(JC) dapat

dikeluarkan apabila narapidana tersebut mau mengungkap nama pelaku

yang melakukan tindak pidana narkoba di atas level narapidana tersebut,
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maksudnya adalah pihak penyidik mau mendapatkan informasi mengenai

bandar besar, ladang narkoba dan pabrik narkoba. Jika hanya informasi

pemakai atau penjual kelas teri maka penyidik tidak mau mengeluarkan

surat keterangan tersebut karena dasar mengapa PP 99 tahun 2012 dibuat

adalah untuk membongkar seluruh kasus yang dicantumkan dalam PP

tersebut melalui pelaku yang didapat sebelumnya.

Bagi penyidik pelaku kelas teri tersebut hanya akan menguntungkan

narapidana saja dan hal itu merugikan pihak penyidik. Informasi tersebut

bisa didapat pula di tingkat penyidikan, maka ketika berkas permohonan

Justice Collaborator(JC) tersebut masuk ke penyidik, penyidik akan

memproses dengan melihat kembali Berita Acara Pemeriksaan dengan

melihat kriteria, keakuratan informasi dari narapidana tersebut. Kemudian

berkas tersebut akan dijawab oleh kepala kantor dari penyidik atas

rekomendasi dari penyidik tersebut.

Thomas Pandji juga menambahkan bahwa tidak sedikit berkas yang

masuk yang ditolak permohonan Justice Collaborator (JC) narapidana,

karena informasi yang diberikan oleh narapidana tersebut kurang akurat.

Jika ada berkas Justice Collaborator (JC) yang belum dijawab, itu berarti

masih dalam proses pembuktian dari informasi yang diberikan oleh

narapidana tersebut.
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B. Kurang transparan dalam pemenuhan syarat remisi

Kurang transparan dalam pemenuhan syarat remisi pada kasus

narkoba hal ini membuat narapidana sulit untuk mendapatkan remisi

sedangkan remisi merupakan hak setiap narapidana. Sri Harmowo

mengatakan bahwa pemenuhan syarat remisi, narapidana tidak

mengeluarkan biaya, persyaratan remisi dikerjakan oleh petugas Lapas,

tidak ada campur tangan dari narapidana tersebut.

Kurang transparannya dapat dilihat pada kasus YP bahwa dalam

kepengurusan remisi ada oknum yang menghambat yaitu oknum tersebut

meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan

alasan untuk keperluan administrasi dan akhirnya YP membayar uang

tersebut.

C. Kurang koordinasi antara pihak Lapas dengan pihak penyidik

Kurangnya koordinasi antara pihak Lapas dengan pihak penyidik

berkaitan dengan Justice Collaborator (JC), Thomas Pandji mengatakan

bahwa ada beberapa berkas permohonan Justice Collaborator (JC) dari

Lapas. Kemudian, pihak penyidik membuatkan contoh Justice

Collaborator (JC) yang pada saat itu atas nama YP lalu jawaban berkas

tersebut dikirim kembali ke Lapas.

Menurut Sri Harmowo, bahwa memang ada jawaban dari pihak

penyidik mengenai Justice Collaborator (JC). Jawaban tersebut

menyatakan bahwa pihak penyidik mau bekerjasama membongkar kasus
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YP. Pihak Lapas tidak mengetahui bahwa Justice Collaborator (JC) YP

hanya contoh saja. Oleh pihak Lapas, berkas permohonan Justice

Collaborator (JC) YP dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sri Harmowo

mengatakan bahwa berkasnya telah sampai pada Ditjen Pemasyarakatan.

D. Ketidakseragaman format Justice Collaborator (JC)

Format Justice Collaborator (JC) tidak di atur dalam peraturan

perundang-undangan, oleh karena itu, tiap tiap aparat penegak hukum

memiliki persepsi yang berbeda dengan Justice Collaborator (JC) ini. Hal

ini menyebabkan terhambatnya pemberian Justice Collaborator (JC)

kepada narapidana. Contohnya ketika pihak Lapas meminta Justice

Collaborator (JC) dari aparat penegak hukum (penyidik narkoba), pihak

aparat penegak hukum tersebut belum mengetahui secara pasti format

Justice Collaborator (JC) yang benar. Kemudian, pihak penyidik tersebut

memberikan contoh kepada pihak Lapas mengenai Justice Collaborator

(JC). Oleh karena tidak ada keseragaman yang baku mengenai Justice

Collaborator (JC) ini, pihak Lapas menyangka Justice Collaborator (JC)

yang dikembalikan oleh pihak penyidik tersebut adalah Justice

Collaborator (JC) yang benar (baku). Kemudian pihak Lapas

mengirimkan Justice Collaborator (JC) tersebut ke tahap selanjutnya

(dalam kasus YP).
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Dari berbagai faktor penghambat yang telah dijelaskan, penulis

menganalisis, Justice Collaborator (JC) merupakan syarat pemenuhan remisi

yang sulit didapatkan narapidana. Bagi pihak penyidik, untuk mengeluarkan

Justice Collaborator (JC) pihak penyidik memiliki syarat tertentu, yaitu dapat

mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih berat dibandingkan

narapidana tersebut. Hal ini yang menyulitkan narapidana karena tidak jarang

mereka yang bertransaksi narkoba tidak mengenal lawan transaksinya.

Dari segi kerjasama aparat penegak hukum juga masih kurang, hal ini dapat

dilihat bahwa pihak penyidik mengirim contoh Justice Collaborator (JC) akan

tetapi oleh pihak Lapas Justice Collaborator (JC) tersebut digunakan untuk

memenuhi syarat remisi. Terlihat bahwa pihak penyidik dan pihak Lapas kurang

berkoordinasi. Kemudian, ketidakseragaman Justice Collaborator (JC) karena

format Justice Collaborator (JC) dalam peraturan perundang-undangan sehingga

dapat terjadi kesalahpahaman mengenai format Justice Collaborator (JC).
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemberian remisi pada narapidana narkoba berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Bengkulu memiliki beberapa syarat, yaitu :

a. Berkelakuan baik;

b. Menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan;

c. Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;dan

d. Apabila syarat c terpenuhi maka dalam pemenuhan remisi, narapidana

tersebut harus mendapatkan Justice Collaborator (JC) dari pihak

penyidik.

Dalam pelaksanaannya, pemberian remisi belum sesuai dengan PP 99

Tahun 2012, yaitu masih terdapat pungutan liar dalam pemenuhan syarat

remisi.

2. Ada beberapa faktor penghambat dikeluarkannya remisi bagi narapidana

narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, yaitu :

a. Sulit mendapatkan Justice Collaborator (JC) karena pihak penyidik

memiliki syarat sendiri yaitu menginginkan pelaku lain yang memiliki

level kejahatan narkoba yang lebih tinggi dibandingkan narapidana

tersebut;
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b. Kurang transparan dalam pemenuhan syarat remisi;

c. Kurang koordinasi antara pihak Lapas dengan pihak penyidik;

d. Ketidakseragaman format Justice Collaborator (JC).

B. SARAN

1. Disarankan agar pihak penyidik dan pihak Lapas dapat melakukan

koordinasi dengan baik, agar remisi narapidana dapat terpenuhi dengan

baik.

2. Disarankan agar pihak Lapas dapat mendisiplikan petugas Lapas serta

transparan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana, sehingga oknum

Lapas tidak mencuri kesempatan untuk melakukan Kolusi.

3. Disarankan agar pengajuan Justice Collaborator (JC) dilakukan pada

tahap penyidikan, bukan ketika narapidana tersebut sudah divonis oleh

pengadilan.
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